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TENTANG

PEDOMAN PENGORGANISASIAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Menimbang - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan

Mengingat

dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI,

Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Wonogiri dan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun

2015 tentang Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit,

perlu adanya Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati

Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah

Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso
Kabupaten Wonogiri maka Pedoman Pengorganisasian

Rumah Sakit perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.

Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri tentang

Pedoman Pengorganisasian Pada Rumah Sakit Umum

Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso
Wonogiri.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Kabupaten

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4431),
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6373},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5612);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6325);



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6659);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (LLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
812/MENKES/PER/VII/2010 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan
Komite Medik di Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013
tentang Komite Keperawatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1033j;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013
tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1297);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
772 /Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan
Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws),;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan
Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah
Sakit;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
129/Menkes/SK/I[/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit;



19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/200/2020 tentang Pedoman
Penyusunan Formularium Rumah Sakit;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun
2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156});

21. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pola Tata
Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun

Sumarso Kabupaten Wonogiri {Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2021 Nomor 87;

22. Keputusan Bupati Nomor 313 Tahun 2010 Tentang
Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;

23. Keputusan Bupati Wonogirt Nomor 821.2/4824 Tahun
2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGORGANISASIAN PADA RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN
WONOGIRI

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Wonogiri,

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Bupati adalah Bupati Wonogiri;

RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Scediran Mangun Sumarso
Kabupaten Wonogiri,

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun
Sumarso Kabupaten Wonogiri;

Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) adalah aturan dasar yang
mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal
korporasi dan peraturan internal staf medis;

Peraturan internal korporasi (corporate bylaws) adalah aturan yang mengatur
agar tata kelola korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik



melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan staf medis di
rumah sakit;

8. Peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) adalah aturan yang
mengatur tata kelola klinis (clinical governance] untuk menjaga
profesionalisme staf medis di rumah sakit;

9. Peraturan Internal Staf Keperawatan (nursing staff bylaws) adalah aturan
yang mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme tenaga
keperawatan di Rumah Sakit;

10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi dalam rangka meningkatkan pembinaan
Pegawai dan untuk lebih menjamin mutu kepemimpinan,;

11, Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan
atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

12. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui
‘pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan,

14. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif;

15. Organisasi Pelaksana Fungsional adalah wadah non-struktural rumah sakit
yang beranggotakan pelaksana fungsional yang diserahi tugas dan
tanggungjawab tertentu sesuai bidang tugasnya di Rumah Sakit.

Pasal 2

Pengorganisasi Rumah Sakit bertujuan mewujudkan organisasi Rumah Sakit
yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah
Sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan
tata kelola klinis yang baik {Good Clinical Governance).

BAB II
ORGANISASI
Pasal 3

(1) Organisasi rumah sakit disesuaikan dengan besarnya kegiatan, kebutuhan,
beban kerja dan atau klasifikasi rumah sakit.

(2) Struktur organisasi rumah sakit harus membagi habis seluruh tugas dan
fungsi rumah sakit.

(3) Dalam membagi habis seluruh tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2}, rumah sakit membagi dalam organisasi struktural dan
organisasi pelaksana fungsional.

(4) Organisasi struktural sebagimana dimaksud dalam ayat (3) mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(5)

(1)

(2)

3)
(4)
(5)

Organisasi pelaksana fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat
berupa namun tidak terbatas pada:

. Instalasi;

. Unit;

Komite;

. Panitia;

Tim;

Satuan Pemeriksa Internal; dan

Kelompok jabatan fungsional.

RO Q0 CP

Bagian Kesatu

Instalasi
Pasal 4
Instalasi merupakan organisasi fungsional pelayanan dirumah sakit yang
dalam memberikan pelayanannya dengan mengabungkan lebih dari satu
kegiatan, spesialisasi dan atau subspesialis;
Perubahan jumlah dan jenis instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja rumah
sakit dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural yang
ditunjuk dan bertanggungjawab langsung kepada direktur.
Struktur organisasi instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja
instalasi.
Jenis-jenis instalasi, terdiri dari:
a. Instalast Rawat Jalan.
b. Instalasi Rawat Inap.
c. Instalasi Gawat Darurat.
d. Instalasi Perawatan Intensif.
e. Instalasi Bedah Sentral.
f. Instalasi Radiodiagnostik Imajing dan Radiologi Intervensional (RIR).
g. Instalasi Laboratorium dan Bank Darah Rumah Sakit {BDRS).
h. Instalasi Farmasi.
i. Instalasi Gizi.
j. Instalasi Rehabilitasi Medik.
k. Instalasi Central Sterilization Supply Department (CSSD).
1. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS).
m. Instalasi Sanitasi, Loundry dan Pemulasaraan Jenazah.
n. Instalasi Pengembangan Teknologi Informasi
o. Instalasi Kebidanan dan Kandungan
p. Instalasi Hemodialisa
Paragraf 1
Instalasi Rawat Jalan
Pasal 5

(1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan

pengelolaan dan pelayanan perawatan rawat jalan.

(2) Instalasi Rawat Jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi;



o

. penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan rawat jalan;
. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan rawat jalan;

pelaksanaan koordinasi dalam diagnosa, pengobatan, perawatan,
pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan bagi pengguna rawat
jalan;

pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan di bidang
pelayanan rawat jalan;

. penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan rawat

jalan,

Paragraf 2
Instalasi Rawat Inap
Pasal 6

(1) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Kegiatan
pengelolaan dan pelayanan perawatan rawat Inap.

(2) Instalasi Rawat Inap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a.
b.
c.

penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan rawat inap;
pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan rawat inap;
pelaksanaan koordinasi dalam diagnosa, pengobatan, perawatan,
pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan bagi pengguna pelayanan
rawat inap;

pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang
pelayanan rawat inap;

penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan rawat
inap;

pelaksanaan penerimaan dan pemulangan pasien.

Paragraf 3
Instalasi Gawat Darurat
Pasal 7

(1) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
pengelolaan dan pelayanan gawat darurat.

(2) Instalasi Gawat Darurat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a.
b.
c.

penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan gawat darurat;
pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan gawat darurat;
pelaksanaan koordinasi dalam diagnosa, pengobatan, perawatan,
pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan bagi pengguna pelayanan
gawat darurat;

pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang
pelayanan gawat darurat;

penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan gawat
darurat.



Paragraf 4
Instalasi Bedah Sentral
Pasal 8

(1) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan
pelayanan Bedah.

(2} Instalasi Bedah Sentral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

faoop

penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan bedah;

pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan bedah;
pelaksanaan koordinasi dalam pelayanan pembedahan;

pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang
pelayanan bedah;

penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan bedah.

Paragraf 5
Instalasi Perawatan Intensif
Pasal 9

(1) Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas pokok kegiatan pelayanan
perawatan intensif

(2) Instalasi Perawatan Intensif dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan perawatan intensif;
pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan perawatan
intensif,

pelaksanaan koordinasi dalam diagnosa, pengobatan, perawatan,
pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan bagi pengguna pelayanan
perawatan intensif;

. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang

perawatan intensif;
penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan
perawatan intensif.

Paragraf 6
Instalasi Radiodiagnostik Imajing dan Radiologi Intervensional (RIR)
Pasal 10

(1) Instalasi Radiodiagnostik Imajing dan Radiologi Intervensional mempunyai
tugas pokok bidang pelayanan radiologi.

(2) Instalasi Radiodiagnostik Imajing dan Radiologi Intervensional dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:

a.
b.

penyusunan rencana kKerja dalam bidang pelayanan radiologi;
pelaksanaan pelayanan radiologi yang meliputi radiodiagnostik imaging dan
radiologi intervensional,;

. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang

pelayanan radiologi;

. penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan

radiologi.



Paragraf 7
Instalasi Laboratorium dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
Pasal 11

(1} Instalasi Laboratorium dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS). mempunyai
tugas pokok kegiatan pelayanan patologi klinik, patologi anatomi dan bank

darah

(2) Instalasi Laboratorium dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS). dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:

penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan patclogi klinik dan

patologi anatomi serta BDRS;

pelaksanaan kegiatan dalam bidang pelayanan patologi klinik dan patologi

anatomi, serta BDRS;

pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan patologi klinik

dan patologi anatomi serta BDRS;

a.

b.

. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang

pelayanan patologi klinik dan patologi anatomi serta BDRS;
penganalisaaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan
patologi klinik dan patologi anatomi serta BDRS.

Paragraf 8
Instalasi Farmasi
Pasal 12

(1) Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokck menyelenggarakan kegiatan dalam
bidang pelayanan kefarmasian.

(2) Instalasi Farmasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi ;

a.
b.
c.

penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan kefarmasian;
pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan kefarmasian;
pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan peracikan dan penyuluhan obat
obatan, alat kesehatan serta bahan kimia.

. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang

pelayanan kefarmasian;
penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan
kefarmasian

Paragraf 9
Instalasi Gizi
Pasal 13

(1) Instalasi Gizi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan dalam
bidang pelayanan gizi.
(2) Instalasi Gizi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyelenggarakan fungsi;
a. penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan gizi;
b. pelaksanaan kegiatan pengolahan, penyaluran makanan dan penyuluhan
gizi;



c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang

d.

pelayanan gizi;
penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan gizi.

Paragraf 10
Instalasi Rehabhilitasi Medik
Pasal 14

(1) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
kegiatan dalam bidang pelayanan rehabilitasi medik.

(2) Instalasi Rehabilitasi Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan rehabilitasi medik;
pelaksanaan koordinasi pelayanan rehabilitasi medik yang meliputi
pelayanan fisioterapi, alat pembaritu buatan dan latihan kerja, pengobatan,
pendidikan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan kesehatan;

. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang

pelayanan rehabilitasi medik;

. penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan

rehabilitasi medik.

Paragraf 11
Instalasi Central Sterilization Supply Department (CSSD)
Pasal 15

(1) Instalasi Central Sterilization Supply Department (CSSD) mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
sentralisasi sentral dan supply peralatan medis, keperawatan, BMHP dan
linen.

(2) Instalasi Central Sterilization Supply Department (CSSD) dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana dan program kegiatan CSSD;

penyusunan rencana kebutuhan SDM dan peralatan untuk kelancaran
operastonal CSSD;

pelaksanaan pencucian dan sterilisasi peralatan medis, keperawatan,
BMHP dan linen;

pelaksanaan supply peralatan medis, keperawatan, BMHP dan linen;
pelaksanaan evaluasi kebutuhan sterilisasi peralatan medis, keperawatan,
BMHP dan linen;

pelaksanaan laporan hasil kegiatan sterilisasi dan supply peralatan medis,
keperawatan, BMHP dan linen.

Paragraf 12
Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit {IPSRS);
Pasal 16

(1) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan sarana rumah sakit.

(2) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:



penyusunan rencana kerja dalam bidang pemeliharaan sarana rumah
sakit;

. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pemeliharaan sarana

rumah sakit;

. pelaksanaa koordinasi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana,

peralatan medis, peralatan non medis, bangunan dan sarana penunjang
lainnya;

. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang

pemeliharaan sarana rumah sakit;
penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pemeliharaan
sarana rumah sakit.

Paragraf 13
Instalasi Sanitasi, Loundry dan Pemulasaraan Jenazah
Pasal 17

(1) Instalasi Sanitasi, Loundry dan Pemulasaraan Jenazah mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan kegiatan Sanitasi, Loundry dan Pemulasaraan
Jenazah.

(2) Instalasi Sanitasi, Loundry dan Pemulasaraan Jenazah dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

penyusunan rencana Kkerja dalam bidang sanitasi, loundry dan
pemulasaraan jenazah di rumah sakit;

pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang sanitasi, loundry dan
pemulasaraan jenazah,

pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang
sanitasi, loundry dan pemulasaraan jenazah di rumah sakit;

penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan sanitasi, loundry
dan pemulasaraan jenazah.

Paragraf 14
Instalasi Pengembangan Teknologi Informasi
Pasal 18

(1} Instalasi Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Rekam Medis dan
Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS).

(2) Instalasi Pengembangan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi;

a.

b.

penyusunan rencana kerja dalam bidang rekam medis dan Sisitem
Informasi Rumah Sakit;

pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang rekam medis dan Sisitem
Informasi Rumah Sakit;

pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang
rekam medis dan Sistem Informasi Rumah Sakit;

penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan rekam medis dan
Sisitem Informasi Rumah Sakit.



(1)

(2)

(1)
(2)

Paragraf 15
Instalasi Kebidanan dan Kandungan
Pasal 19

Instalasi Kebidanan dan Kandungan mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan perawatan rawat inap

Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Neoristi dan Pelayanan Obstetri

Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK];

Instalasi Kebidanan dan Kandungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi;

a. penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan rawat inap Kebidanan
dan Kandungan, Neoristi dan PONEK;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan rawat inap
Kebidanan dan Kandungan, Neoristi dan PONEK;

c. pelaksanaan koordinasi dalam diagnosa, pengobatan, perawatan,
pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan bagi pengguna rawat
inap Kebidanan dan Kandungan, Neocristi dan PONEK;

d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan di bidang
pelayanan rawat inap Kebidanan dan Kandungan, Neoristi dan PONEK;

e. penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan rawat
inap Kebidanan dan Kandungan, Neoristi dan PONEK.

Paragraf 16
Instalasi Hemodialisa
Pasal 20

Instalasi Hemodialisis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan
pengelolaan dan pelayanan Dialisis.
Instalasi Hemodialisis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} menyelenggarakan fungsi;
a. penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan dialisis;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan dialisis;
c. pelaksanaan koordinasi dalam pegelolaan data, perawatan, pencegahan
penyakit dan peningkatan kesehatan bagi pengguna dialisis;
d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan bidang
pelayanan dialisis;
e. penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan dialisis.

Bagian Kedua
Unit
Pasal 21

(1) Unit merupakan organisasi fungsional pelayanan dirumah sakit yang dalam

memberikan pelayanannya hanya satu kegiatan dan atau spesialisasi
tertentu.

(2) Perubahan jumlah dan jenis unit ditetapkan oleh direktur sesuai dengan

kebutuhan dan beban kerja rumah sakit dan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.



(3) Unit dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural yang
ditunjuk dan bertanggungjawab langsung kepada direktur melalui
bidang/bagian/organisasi fungsional yang menaunginya.

(4) Struktur unit disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja, sekurang
kurangnya terdiri dari kepala, pengadministrasi,

(5) Jenis-jenis unit, terdiri dari:

a. Unit Informasi dan Pengaduan.

Unit Pelayanan Ambulance.

Unit Pengelola Diklat dan Penelitian

Unit Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa (UKP).

Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit {(PKRS]).

o oo o

Paragraf 1
Unit Informasi dan Pengaduan
Pasal 22

(1) Unit Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
kegiatan pemberian informasi dan menerima pengaduan atas pelayanan
rumah sakit.

(2) Unit Informasi dan Pengaduan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dalam bidang informasi dan pengaduan;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang informasi dan pengaduan;

c. pencatatan, penelaahan, penyaluran dan pengarsipan informasi dan
pengaduan;

d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang
informasi dan pengaduan.

Paragraf 2
Unit Pelayanan Ambulance
Pasal 21

(1) Unit Pelayanan Ambulance mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
kegiatan pelayanan ambulance.
(2) Unit Pelayanan Ambulance dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dalam pelayanan ambulance;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam pelayanan ambulance;
c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang
pelayanan ambulance.
d. penganalisaan dan penyiapan sarana prasarana kebutuhan pelayanan
ambulance.

Paragraf 3
Unit Pengelola Diklat dan Penelitian
Pasal 22

(1) Unit Pengelola Diklat dan Penelitian mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pendidikan, latihan dan penelitian.



(2) Unit Pengelola Diklat dan Penelitian dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dibidang diklat dan penelitian,
b.

menyusun dan mengkoordinasikan program perencanaan pendidikan dan
pelatihan intern dan ekstern;

melakukan koordinasi dengan institusi pendidikan kesehatan untuk
pengembangan sumber daya manusia rumah sakit;

d. melaksanakan pelatihan formal dan non formal bagi pegawai rumah sakit;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanan pendidikan, pelatihan
dan penelitian;

menyusun laporan hasil pelaksanan pelayanan pendidikan, pelatihan dan
penelitian;

Paragraf 4
Unit Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 23

(1} Unit Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan administrasi pengadaan barang dan jasa dana Badan
Layanan umum Rumah Sakit.

(2) Unit koordinator pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

mengkoordinasikan rencana pengadaan barang dan jasa;

menyusun dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan barang dan
jasa;

mengkoordinasikan penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia
barang/jasa

Paragraf 5
Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Pasal 24

{1} Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan promosi kesehatan rumah sakit.

(2) Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

penyusunan rencana kerja dibidang Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
melaksanakan perencanaan terintegrasi berdasarkan hasil analisis
masalah kesehatan di rumah sakit dan asesmen kebutuhan promosi
kesehatan, meliputi promosi kesehatan bagi pasien, keluarga pasien, SDM
rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah
sakit,

melaksanakan advckasi dan sosialisasi kebijakan PKRS.

. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan

masyarakat bidang kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah
Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit,
menggerakkan masyarakat sekitar rumah sakit untuk mengidentifikasi dan
menyelesaikan masalah kesehatan, bekerjasama dengan dinas kesehatan
pemerintah daerah, Puskesmas dan kelompok masyarakat peduli
kesehatan serta sektor lain terkait.



f. menyusun pedoman/panduan, Standar Prosedur Operasional (SFPO),
pelaksanaan, dan regulasi internal PKRS, dengan melibatkan multi
disiplin/ profesi.

g. membuat dan/atau mengembangkan media promosi kesehatan dengan
melibatkan multi profesi/displin yang berkompeten.

h. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada direktur
rumah sakit yang berkaitan dengan penyelenggaraan PKRS.

i, melaksanakan pencatatan, pelaporan, pemantauan, dan penilaian
pelaksanaan promosi kesehatan yang terintegrasi, yang dilaporkan setiap
triwulan. Pelaporan disampaikan kepada direktur rumah sakit.

j. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaksana
PKRS.

k. melaksanakan pengembangan metode dan penelitian yang berkaitan
dengan PKRS.

1. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan PKRS yang terintegrasi dengan
Profesional Pemberi Asuhan (PPA) pada setiap unit pelayanan di rumah

sakit.
m. mendorong terwujudnya rumah sakit sebagai tempat kerja yang sehat dan
aman.
Bagian Ketiga
Komite
Pasal 25

(1) Perubahan jumlah dan jenis komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dan atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Komite dipimpin oleh seorang Ketua, yang ditunjuk dan bertanggungjawab
langsung kepada direktur,

(3) Jenis-jenis komite, terdiri dari:

Komite Medis;

Komite Keperawatan,

Komite Etik dan Hukum,;

Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);

Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS);

Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (KMKP};

Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK);

. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.

(4) Masa tugas ketua komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 3
(tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali atau ditentukan lain dalam peraturan
perundang-undangan yvang berlaku.
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Paragraf 1
Komite Medik
Pasal 26

(1} Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola
klinis ({clinical governance) agar staf medis dirumah sakit terjaga
profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi
medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.



(2) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah
perwakilan dari staf medis.

(3) Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis
yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
a.melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan

pelayanan medis di rumah sakit;

b.memelihara mutu profesi staf medis; dan
c.menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

(4} Susunan organisasi komite medik sekurang-kurangnya terdiri dari:
a.ketua;
h.sekretaris; dan
c.subkomite.

(5) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat {(4) dan tugas pokok,
fungsinya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ditetapkan oleh direktur.

Paragraf 2
Komite Keperawatan
Pasal 27

(1} Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang
mempunyai fungsi utama  mempertahankan dan  meningkatkan
profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial,
penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.

(2) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan
wadah perwakilan dari staf keperawatan.

(3) Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perawat
dan bidan.

(4) Komite Keperawatan mempunyai fungsi profesionalisme tenaga keperawatan
yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara:

a. melakukan Kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan
melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit;
b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan
¢. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan
(5) Susunan organisasi komite keperawatan sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. subkomite,

(6) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5} dan tugas pokok,
fungsinya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ditetapkan oleh direktur.

Paragraf 3
Komite Etik dan Hukum
Pasal 28

(1) Komite Etik dan Hukum adalah wunsur organisasi nonstruktural yang
membantu direktur rumah sakit untuk penerapan etika rumah sakit dan
hukum perumahsakitan.



(2) Komite Etik dan Hukum bertugas meningkatkan dan menjaga kepatuhan
penerapan etika dan hukum di Rumah Sakit, dengan cara:

a.
b.
c.

menyusun Panduan Etik dan Perilaku {Code of Conduct);

menyusun pedoman Etika Pelayanan;

membina penerapan Etika Pelayanan, Etika Penyelenggaraan, dan hukum
perumahsakitan;

. mengawasi pelaksanaan penerapan Etika Pelayanan dan Etika

Penyelenggaraan;

memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan
internal kasus pengaduan hukum;

mendukung bagian hukum dalam melakukan pilihan penyelesaian sengketa
(alternative dispute resolution} dan/atau advokasi hukum kasus pengaduan
hukum; dan

menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat
diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika antar profesi
di Rumah Sakit.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Komite
Etik dan Hukum memiliki fungsi:

a.
b.

pengelolaan data dan informasi terkait etika Rumah Sakit;

pengkajian etika dan hukum perumahsakitan, termasuk masalah
profesionalisme, interkolaborasi, pendidikan, dan penelitian serta nilai-nilai
bicetika dan humaniora;

. sosialisasi dan promosi Panduan Etik dan Perilaku {Code of Conduct) dan

pedoman etika pelayanan;

pencegahan penyimpangan Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct)
dan pedoman Etika Pelayanan;

monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Panduan Etik dan Perilaku
(Code of Conduct) dan pedoman Etika Pelayanan;

pembimbingan dan konsultasi dalam penerapan Panduan Etik dan Perilaku
(Code of Conduct} dan pedoman Etika Pelayanan;

penelusuran dan penindaklanjutan kasus terkait Etika Pelayanan dan Etika
Penyelenggaraan sesuai dengan peraturan internal Rumah Sakit; dan

. penindaklanjutan terhadap keputusan etik profesi yang tidak dapat

diselesaikan oleh komite profesi yang bersangkutan atau kasus etika antar
profesi.

(4) Susunan organisasi Komite Etik dan Hukum paling sedikit terdiri atas:

a.
b.
C.

ketua;
sekretaris; dan
anggota.

(5) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) beserta tugas
pokok dan fungsinya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan ditetapkan oleh direktur.

(1)

Paragraf 4
Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Pasal 29

Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi merupakan merupakan
organisasi nonstruktural di rumah sakit yang mempunyai fungsi utama
menjalankan pencegahan dan pengendalian infeksi serta menyusun



kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk pencegahan infeksi
yang bersumber dari masyarakat berupa Tuberkulosis, HIV (Human
Immunodeficiency Virus), dan infeksi menular lainnya.

(2) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi bertugas:

a.

b.

St w

menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebjjakan pencegahan dan
pengendalian infeksi;

melaksanakan sosialisasi kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi,
agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan;

. membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) pencegahan dan

pengendalian infeksi;

. menyusun program pencegahan dan pengendalian infeksi dan

mengevaluasi pelaksanaan program tersebut;

melakukan investigasi masalah atau kejadian luar biasa HAls (Healthcare
Associated Infections);

memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara
pencegahan dan pengendalian infeksi;

memberikan konsultasi pada petugas kesehatan rumah sakit dan fasilitas
pelayanan kesehatan lainnya dalam pencegahan dan pengendalian infeksi;
mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip
pencegahan dan pengendalian infeksi dan aman bagi yang menggunakan.
mengidentifikasi temuan di lapangan dan mengusulkan pelatihan untuk
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia {(SDM) rumah sakit
dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;

melakukan pertemuan berkala, termasuk evaluasi kebijakan;

berkoordinasi dengan unit terkait lain dalam hal pencegahan dan
pengendalian infeksi rumah sakit, antara lain:

1) Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba (TPRA};

2) Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);

3) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (KMKFP).

mengembangkan, mengimplementasikan dan secara periodik mengkaji
kembali rencana manajemen pencegahan dan pengendalian infeksi apakah
telah sesuai kebijakan manajemen rumah sakit;

. memberikan masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan

pengadaan alat dan bahan kesehatan, renovasi ruangan cara pemrosesan
alat, penyimpanan alat dan linen sesuai dengan prinsip pencegahan dan
pengendalian infeksi;

menentukan sikap penutupan ruangan rawat bila diperlukan karena
potensial menyebarkan infeksi.

melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang
daristandar prosedur/monitoring surveilans proses;

melakukan investigasi, menetapkan dan melaksanakan penanggulangan
infeksi bila ada KLB dirumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan
lainnya.

(3) Susunan organisasi Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah
Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang terdiri dari IPCN/Perawat PPI,
IPCD/Dokter PPI dan anggota lainnya.

(4) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan tugas pokok,
fungsinya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ditetapkan oleh direktur,



Paragraf 5
Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit
Pasal 30

(1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit disingkat K3RS adalah segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi
sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung,
maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakan kerja
dan penyakit akibat kerja di rumah sakit.

(2) Untuk terselenggaranya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara optimal, efektif, efesien, dan
berkesinambungan, Rumah Sakit membentuk Komite Kesehatan dan
Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) yang mempunyai tanggung jawab
dalam menyelenggarakan K3RS.

(3) Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) memiliki tugas:

a. menyusun dan mengembangkan kebijakan, pedoman, panduan, dan
standar prosedur operasional K3RS;

b. menyusun dan mengembangkan program K3RS;

¢. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan K3RS; dan

d. memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan K3RS untuk bahan
pertimbangan Direktur Rumah Sakit.

(4) Susunan organisasi Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit
paling sedikit terdiri atas:

a. ketua:
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(5) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan tugas pokok,
fungsinya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ditetapkan oleh direktur.

Paragraf 6
Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
Pasal 31

(1) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien adalah unsur organisasi non struktural
yang membantu direktur rumah sakit dalam mengelola dan memandu
program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta mempertahankan
standar pelayanan rumah sakit.

(2) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2}
memiliki tugas membantu direktur Rumah Sakit dalam pelaksanaan dan
evaluasi peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di
Rumah Sakit.

{3} Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan dan evaluasi peningkatan mutu,
Komite Mutu dan Keselamatan Pasien sebagimana dimaksud dalam ayat (2)
memiliki fungst:

a. penyusunan kebijakan, pedoman dan program kerja terkait pengelolaan
dan penerapan program mutu pelayanan rumah sakit;

b. pemberian masukan dan pertimbangan kepada direktur rumah sakit
terkait perbaikan mutu tingkat rumah sakit;
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k.

L.

pemilihan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit dan pengukuran
indikator tingkat rumah sakit serta menindaklanjuti hasil capaian indikator
tersebut;

. pemantauan dan memandu penerapan program mutu di unit kerja;

pemantauan dan memandu unit kerja dalam memilih prioritas perbaikan,
pengukuran mutu/indikator mutu, dan menindaklanjuti hasil capaian
indikator mutu;

fasilitasi penyusunan profil indikator mutu dan instrumen untuk
pengumpulan data;

fasilitasi pengumpulan data, analisis capaian, validasi dan pelaporan data
dari seluruh unit kerja;

pengumpulan data, analisis capaian, validasi, dan pelaporan data indikator
prioritas rumah sakit dan indikator mutu nasional rumah sakit;

koordinasi dan komunikasi dengan komite medis dan komite lainnya,
satuan pemeriksaan internal, dan unit kerja lainnya yang terkait, serta
staf;

pelaksanaan dukungan untuk implementasi budaya mutu di rumah sakit;
pengkajian standar mutu pelayanan di Rumah Sakit terhadap pelayanan,
pendidikan, dan penelitian;

penyelenggaraan pelatihan peningkatan mutu; dan

m. penyusunan laporan pelakasanaan program peningkatan mutu.

(4) Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan dan evaluasi keselamatan pasien,
Komite Mutu dan Keselamatan Pasien sebagimana dimaksud dalam ayat (2)
memiliki fungsi:

a.

b.

g.

h.

penyusunan kebijakan, pedoman, dan program kerja terkait keselamatan
pasien rumah sakit;

pemberian masukan dan pertimbangan kepada direktur rumah sakit dalam
rangka pengambilan kebijakan keselamatan pasien;

pemantauan dan memandu penerapan keselamatan pasien di unit kerja;

. motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang

penerapan program keselamatan pasien;

. pencatatan, analisis, dan pelaporan insiden, termasuk melakukan Root

Cause Analysis (RCA), dan pemberian solusi untuk meningkatkan
keselamatan pasien;

pelaporan insiden secara kontinu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan pelatihan keselamatan pasien; dan

penyusunan laporan pelakasanaan program keselamatan pasien.

(5) Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan dan evaluasi manajemen risiko,

Komite Mutu dan Keselamatan Pasien sebagimana dimaksud dalam ayat (2)
memiliki fungsi:

a,

b.

e

penyusunan kebijakan, pedoman dan program kerja terkait manajemen
risiko rumah sakit;

pemberian masukan dan pertimbangan kepada direktur rumah sakit
terkait manajemen risiko di Rumah Sakit;

pemantauan dan memandu penerapan manajemen risiko di unit kerja;
pemberian usulan atas profil risiko dan rencana penanganannya,;

. pelaksanaan dan pelaporan rencana penanganan risikc sesuai lingkup

tugasnya,



f. pemberian usulan rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal
terjadi,
g. pelaksanaan penanganan risiko tinggi;
h. pelaksanaan pelatihan manajemen risiko; dan
i. penyusunan laporan pelaksanaan program manajemen risiko.
{6} Susunan organisasi komite keperawatan sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. Ketua,
b. sekretaris; dan
c. subkomite.
(7) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan tugas pokoek,
fungsinya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ditetapkan oleh direktur.

Pasal 32

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (3)
sampai dengan ayat (5), Komite Mutu dan Keselamatan Pasien juga
melaksanakan fungsi persiapan dan penyelenggaraan akreditasi rumah sakit.

Paragraf 7
Komite Koordinasi Pendidikan
Pasal 33

(I) Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses
pembelajaran klinik di rumah sakit, dibentuk komite koordinasi pendidikan.

(2} Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai tugas:

a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di rumah
sakit;

b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan
pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;

c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan
mahasiswa,

d. membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan
fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran,
kedokteran gigi, dan kesehatan lain;

e. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh mahasiswa
yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang
melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik mahasiswa
di rumah sakit;

f. melakukan supervisi dan koordinasi atas seluruh proses pelayanan yang
dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring rumah sakit pendidikan
dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;

g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan  proses
pembelajaran klinik Mahasiswa; dan

h. melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur rumah sakit dan
pimpinan institusi pendidikan.

(3) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2j) huruf d
merupakan wadah dan sarana komunikasi aktif antara rumah sakit dan
institusi pendidikan.



(4) Susunan organisasi komite koordinasi pendidikan paling sedikit terdiri atas:
a. ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Rumah Sakit;
b. wakil ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Institusi
Pendidikan;
c. sekretaris merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Rumah Sakit;
dan
d. anggota yang mewaliki setiap unsur pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
(5) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4} dan tugas pokok,
fungsinya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ditetapkan oleh direktur.

Paragraf 8
Komite Tenaga Kesehatan Lainnya
Pasal 34

(1) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah wadah organisasi non-struktural
rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan
meningkatkan profesionalisme tenaga kesechatan profesional pemberi asuhan
(PPA) lainnya dan staf klinis lainnya, melalui mekanisme kredensial, penjagaan
mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi masing-masing.

(2) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya mempunyai tugas meningkatkan
profesionalisme profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis
lainnya yang bekerja di rumah sakit dengan cara:

a. melakukan kredensial bagi seluruh staf tenaga kesehatan lainnya yang akan
melakukan pelayanan di rumah sakit;

b. memelihara mutu profesi dan

c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi masing-masing profesional
pemberi asuhan (PPA} dan staf klinis lainnya.

(3) Susunan organisasi komite tenaga kesehatan Lainnya sekurang-kurangnya
terdiri dari:

a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. subkomite.

(4) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan tugas pokok,
fungsinya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ditetapkan oleh direktur.

Bagian Keempat
Panita
Pasal 35

(1} Perubahan jumlah dan jenis panitia ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan
kebutuhan rumah sakit dan atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Panitia dipimpin oleh seorang Ketua, yang ditunjuk dan bertanggungjawab
langsung kepada direktur.

(3) Jenis-jenis panitia, terdiri dari:
a. Panitia Rekam Medis;
b. Panitia Farmasi dan Terapi;



(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

Masa tugas ketua panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama
3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali atau ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1
Panitia Rekam Medis
Pasal 36

Dalam hal membantu direktur menyeleggarakan pelayanan rekam medis yang

baik maka dibentuk Panitia Rekam Medis.

Panitia Rekam Medis bertugas untuk melakukan telaah rekam medis terkait

kebenaran dan kelengkapan pengisian rekam medis.

Panitia Rekam Medis melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) berfungsi:

a. menginventarisasi jenis—jenis formulir rekam medis;

b. membuat standarisasi form rekam medis;

mengevaluasi pemakaian formulir rekam medis;

memonitor pengisian berkas rekam medis;

memberikan saran dan pertimbangan dalam hal penyimpanan rekam

medis;

menjamin bahwa isi rekam medis dicatat sebaik-baiknya dan tersedianya

data yang diperlukan untuk menilai pelayanan yang diberikan kepada

pasien,;

g. menjamin telah dijalankan dengan baik penyimpanan berkas rekam medis,
pembuatan indeks dan tersedianya berkas rekam medis pasien;

h. memberikan usul kepada direktur tentang perubahan isi dan bentuk form
rekam medis;

i. melakukan evaluasi dan pengendalian mutu rekam medis yang meliputi
kebijakan, pengelolaan dan prosedur;

j- memimpin rapat internal panitia rekam medis dan rapat koordinasi dengan
unit terkait; dan

k. memberikan rekomendasi peningkatan kemampuan petugas rekam medis
serta sarana prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan rekam medis.

Panitia Rekam Medis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana

dimaksud dalam ayat {2} dan (3} berwenang:

a. membantu terselenggaranya sistem pengelolaan rekam medis yang
memenuhi standar yang telah ditetapkan;

b. memberikan penilaian akhir terhadap kualitas pengisian rekam medis;

c. menolak rekam medis yang tidak memenuhi standar; dan

d. menerapkan tindakan-tindakan kearah perbaikan terhadap pengisian
rekam medis yang tidak/belum sesuai standar.

® a0

b=y

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut tentang pengorganisasian panitia rekam medis diatur
dalam Keputusan Direktur.



Paragraf 2
Panitia Farmasi dan Terapi
Pasal 38

(1) Untuk menjaga agar pelayanan kefarmasian sesuai denagn standar pelayanan
kefarmasian rumah sakit, maka dibentuklah Panitia Farmasi dan Terapi.

(2) Panitia Farmasi dan Terapi betugas melakukan seleksi dan evaluasi obat yang
akan masuk dalam formularium rumah sakit dan memberikan rekomendasi
kepada direktur rumah sakit mengenai kebijakan penggunaan obat di rumah
sakit.

(3) Anggota Komite/Tim Farmasi dan Terapi terdiri dari dokter yang mewakili
semua spesialisasi yang ada di rumah sakit, apoteker instalasi farmasi, serta
tenaga kesehatan lainnya apabila diperlukan.

(4) Panitia Farmasi dan Terapi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat {2} berfungsi:

a. menyusun program kerja yang akan dilakukan yang disetujui oleh direktur;

b. mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di rumah sakit;

c. melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam formularium
rumah sakit;

d. mengembangkan standar terapi,

e. mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat;

f. elakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasicnal;

g. mengkoordinir penatalaksanaan reaksi obat yang tidak dikehendaki;

h. mengkoordinir penatalaksanaan kesalahan penggunaan obat {medication
errorj; dan

i. menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan obat di rumah
sakit.

(5) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan
kebutuhan dan beban kerja rumah sakit dan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut tentang pengorganisasian panitia Farmasi dan Terapi
diatur dalam Keputusan Direktur.

Bagian Kelima
Tim
Pasal 41

(1) Perubahan jumlah dan jenis tim ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan
kebutuhan dan beban kerja rumah sakit dan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Tim dipimpin oleh seorang Ketua, yang ditunjuk dan bertanggungjawab
langsung kepada direktur.

{3} Jenis-jenis tim, terdiri dari:

a. Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA);

b. Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS);

c. Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK];
d. Tim Kolaborasi TB-HIV.



Paragraf 1
Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba
Pasal 42

(1} Pembentukan Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba Rumah
Sakit bertujuan menerapkan program pengendalian resistensi antimikroba di
rumah sakit melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi.

(2) Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba mempunyai tugas dan
fungsi:

a.

b.

Membantu direktur rumah rakit dalam menetapkan kebijakan tentang
pengendalian resistensi antimikroba,;

membantu direktur rumah sakit dalam menetapkan kebijakan umum dan
panduan penggunaan antibiotik di rumah sakit;

. membantu direktur rumah sakit dalam pelaksanaan program pengendalian

resistensi antimikroba;

membantu direktur rumah sakit dalam mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikoba;
menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit infeksi
terintegrasi;

melakukan surveilans pola penggunaan antibiotik;

g. melakukan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya

terhadap antibiotik;

. menyebarluaskan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang

prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara
bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi melalui
kegiatan pendidikan dan pelatihan;

mengembangkan penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba;
dan

melaporkan kegiatan program pengendalian resistensi antimikroba kepada
rumah sakit

Pasal 43

(1) Susunan tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana
dimaksud pada pasal 44 ayat (1) terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris
dan anggota.

(2) Keanggotaan Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana
dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:

mo a0 TP

klinisi perwakilan KSM/bagian,;

keperawatan,;

instalasi farmasi,

laboratorium mikrobiclogi klinik;

komite pencegahan pengendalian infeksi (PPI); dan
panitia farmasi dan terapi (PFT).

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengorganisasian Tim Program Pengendalian
Resistensi Antimikroba diatur dalam keputusan direktur.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Paragraf 2
Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit
Pasal 44

Pembentukan Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit bertujuan
menerapkan program keluarga berencana di Rumah Sakit melalui
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit mempunyai tugas dan

fungsi:

a. melakukan koordinasi internal dan external yang terkait dalam pelayanan
keluarga berencana di rumah sakit;

b. membuat perencanaan kebutuhan, tanggungiawab dalam penerimaan dan
pendistribusian serta menjaga mutu, keamanan dan ketersediaan Alat dan
Obat Kontrasepsi (Alokon);

¢. membuat laporan penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di
rumah sakit;

d. melakukan Konseling, tindakan medis di poliklinik keluarga berencana dan
tindakan operatif;

e. memberikan pelayanan kontrasepsi bermutu yang sesuai prosedur dan
atau standar profesi yang berlaku;

f. melakukan promosi keluarga berencana, dan tidak terbatas hanya pada
klien atau pengantar/keluarga klien; dan

g. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelayanan keluarga berencana di
rumah sakit, termasuk pencatatan serta pelaporan penggunaan Alokon,

Pasal 45

Susunan Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud pada pasal 46 ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
Ketentuan lebih lanjut tentang pengorganisasian Tim Pelayanan Keluarga
Berencana Rumah Sakit diatur dalam keputusan direktur.

Bagian Keenam
Satuan Pemeriksa Internal
Pasal 46

Dalam hal melaksanakan tugas pemeriksaan audit kinerja internal rumah
sakit, maka dibentuk Satuan Pemeriksa Internal.

Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
bawah dan bertanggung jawab direktur Rumah Sakit.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1},

satuan pemeriksaan internal menyelenggarakan fungsi:

a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja
rumah sakit;

b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan
efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi
pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;



c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang
ditugaskan oleh kepala direktur Rumah Sakit;

d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas
laporan hasil audit; dan

e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam
pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengorganisasian Satuan Pemeriksa Internal
diatur dalam keputusan direktur.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 48

(1) Di lingkungan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dapat
ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan  yang
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

Pasal 49

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan
fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi wakil direktur sesuai dengan
bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
ketua pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup
bidang tugas masing-masing.

(3) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi
sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

{4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas ketua dan fungsi
pelayanan fungsional ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 50

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1),
terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{2} Jumlah jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari
atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Paragraf 1
Pasal 51
Kelompok Staf Medis

Kelompok staf medis mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan medis
dan fasilitasi kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan
penapisan teknologi kedokteran.

Pasal 52

(1} Kelompok staf medis merupakan wadah nonstruktural yang terdiri atas
sejumlah fungsional dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan/atau dokter gigi
spesialis.

(2) Kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat {1} berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Bidang Pelayanan Medik.

(3) Kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
ketua.

(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh
direktur.

Pasal 53

Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis kelompok staf medis ditetapkan
oleh direktur

Paragraf 2
Pasal 54
Kelompok Staf Keperawatan

Kelompok staf Keperawatan mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan
keperawatan dan fasilitasi kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian,
pengembangan, dan penapisan teknologi keperawatan.

Pasal 55

(1) Kelompok staf keperawatan merupakan wadah nonstruktural yang terdiri
atas sejumlah fungsional perawat dan bidan.

(2) Kelompok staf keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur melalui Bidang

Perawatan.

(3) Kelompok staf keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dipimpin
oleh ketua.

{(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh
direktur.

Pasal 58

Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis kelompok staf keperawatan
ditetapkan oleh direktur



BAB III
TATA KERJA
Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala/Ketua organisasi pengelola wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas
fungsi ({cross fungtion approach) secara vertikal dan horisontal baik
dilingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 60

Setiap Kepala/Ketua organisasi pelaksana wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 61

Setiap Kepala/Ketua organisasi pelaksana bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 62

(1) Setiap Kepala/Ketua organisasi pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan
berkala.

(2) Dalam hal menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan direktur ini sepanjang mengenai
tehnik pelaksanaannya akan diatur kemudian.

(2) Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, seluruh Kepala, Ketua
dilingkungan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso berdasarkan Peraturan
Direktur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengorganisasian Pada
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten
Wonogiri, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan
ditetapkannya Kepala, Ketua pelaksana fungsi pelayanan {ungsional
berdasarkan Peraturan Direktur ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan
dari Peraturan Direktur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengorganisasian
Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten
Wonogiri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Direktur ini.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengorganisasian Pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Direktur ini mulat berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 04 Desember 2021

DIREXTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
A SBEPIBAN MANGUN SUMARSO

/@KABUPA i WONOGIRI
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